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Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang 
bertujuan untuk menganalisis  dan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak badan setelah diimplementasikannya kebijakan Reinventing 
(Reinventing Policy). Variabel yang diteliti adalah tingkat kepatuhan wajib 
pajak badan dan tingkat implementasi Reinventing Policy. Penelitian 
dilakukan pada wajib pajak Badan di kantor KPP Pratama kota Padang. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer  yang dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Metode 
analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat 
capaian jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak dan implementasi Reinventing Policy dan analisis regresi linear untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap 
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. 
Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel Reinventing 
Policy memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya 
implementasi Reinventing Policy sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh 
tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear 
menunjukkan Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan dengan signifikansi 0,022<0,05.  
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I.PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Penelitian 
Tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkankebijakan baru dalam 
bidang perpajakanyaitu, program Tahun Pembinaan Wajib  Pajak  (TPWP)  2015.  
Tujuan diluncurkannya kebijakan  ini   adalah untuk memberikan  
pembinaankepadaWajibPajakyangterlambatmenyampaikan 
SuratPemberitahuan(SPT)atau pembetulanSuratPemberitahuan(SPT)dan 
keterlambatan pembayaran atau  penyetoran pajak. Dalam kebijakan Tahun 
PembinaanWajibPajak2015ini, wajib pajak diberikanfasilitaspenguranganatau 
penghapusansanksiadministrasi baik untukWajib PajakOrangPribadiataupun 
Badan.   
Program yang sama sudah diluncurkan pemerintah tahun 2008 yang 
dikenal dengan Sunset Policy. Namun Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 
2015 memiliki kelebihan dibandingkan dengan Sunset Policytahun 2008, seperti 
insentif diberikan kepadaseluruhjenispajak.Penelitianini akanmengkajilebih 
jauhbagaimana dampakkebijakanTahunPembinaanWajibPajak 
2015yangmeliputipersepsi WajibPajak terhadapprogramTahunPembinaanWajib 
Pajak,pengetahuan tentang kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan  
pelayanan program TahunPembinaanWajibPajak 
terhadapkepatuhanWajibPajakdengan kesadaran membayar pajak  sebagai 
variabel intervening. Objekpenelitian 
adalahWajibPajakBadanyangterdaftardiKPPPratama Padang. 
Pihak-pihak yang  akan dibina oleh  Direktorat Jenderal Pajak  adalah 
kelompok orang  pribadi atau badan yang  belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, 
kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum  pernah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), serta 
kelompokWajibPajakterdaftaryangtelahmenyampaikanSurat 
Pemberitahuan(SPT),namunbelumsesuaidengankondisiyang sebenarnya. 








beberapa sektor potensial penerimaan lainnya yang belum tergali 
melaluiekstensifikasipotensipenerimaanpajak. Implementasi Reinventing Policy 
juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (Tax Compliance)wajib pajak. 
TaxComplianceataukepatuhan pajakdiartikan sebagaikondisiidealwajibpajak 
yangmemenuhi peraturanperpajakansertamelaporkanpenghasilannya 
secaraakuratdanjujur. Artinya disini wajib pajak diharapkan 
melaksanakanhakperpajakannyadalam bentukformal dan  kepatuhan  material. 
Konsep  kepatuhan perpajakandi atas  sesuai dengan  pendapat Yoingco(1997) 
yaitu tingkatkepatuhan perpajakansukarelamemilikitigaaspekyaitu aspekformal, 
material(honestly),danpelaporan(reporting). 








aimanatelahbeberapakali diubahterakhirdengan Undang-UndangNomor16 
Tahun2009(UUKUP),yangmenyatakanbahwa 
DirekturJenderalPajakdiberikankewenanganuntuk mengurangkanatau 
menghapuskan  sanksiadministrasiberupabunga,denda,dankenaikanyang 
terutangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi bidang 
perpajakan dalam hal  sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajakataubukankarenakesalahannya.Tujuandarikebijakanini adalahuntuk 
mencapaitargetpenerimaanpajakditahun2015(RisaHarmenita,2016). 
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh 
peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menemukan 
programSunsetPolicytidakberpengaruhsecara signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (Mira  Novana Ardiani. 2010); SunsetPolicy tidakmempengaruhi 
PenerimaanPajak Penghasilan Wajib PajakOrangPribadi danBadan (AlfinIndrasto 
Palgunadi(2010); fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajibpajakbadan (Siahaan, 2005;  Bradley, 2005).  
Penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada wajib pajak badan 
yang ada di KPP Pratama Padang.BagaimanaTaxCompliance 
(kepatuhan)WajibPajakBadansebelum dan setelahditerapkannya reinventing  
policy tahun 2015di Kantor   Pelayanan  Pajak Pratama  Padang? Apakah program 
reinventing  policym a m p u  m e n i n g k a t k a n  T a x  C o m p l i a n c e ?  
2. TujuandanManfaatPenelitian 
 Tujuan penelitian adalah untuk 
mengungkapkepatuhanWajibPajakBadansebelum dan sesudah diterapkannya  
reinventingpolicytahun2014. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagipeneliti,diharapkandapat memberikantambahanpengetahuan 
khususnya dalam bidang perpajakan tentang kepatuhan Wajib  Pajak 
Badan denganditerapkannyareinventingpolicy. 
b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
khususnyauntuk entitasKantorPelayananPajak Pratama 
Padangdanumumnya untukDirektorat Jenderal Pajak, serta  diharapkan 
dapat menjadidasarpertimbangan dalammengevaluasi  
penerapanreinventing policyterhadapkepatuhan  Wajib  Pajak   Badan  di 
Kantor  Pelayanan PajakPratama Padang. 
c. Bagipihaklain,diharapkandapatmemberikansumbangan refensi  dan 
informasitambahan serta dapat   memberikan  
solusidalampermasalahanyang terjadiataspenerapan   reinventing   
policydankepatuhan Wajib Pajak badan. 
 
II. LANDASAN TEORI dan KERANGKA BERPIKIR 
1. ReinventingPolicy 
Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor91/PMK.03/2015, 
reinventing policymerupakan penguranganatau 
penghapusansanksiadministrasiperpajakanatas keterlambatan 
penyampaianSPT,pembetulanSPT, dan keterlambatan penyetoran 
danpembayaranpajak(MonicadanEndang,2011). 
DirekturJenderalPajakatas permohonanWajibPajakdapat mengurangkan 
atau  menghapuskan sanksi administrasi dalam  hal sanksi administrasi  
tersebut dikenakan  karena kekhilafanWajib 
Pajakataubukankarenakesalahannya. 
Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 
WajibPajakataubukankarenakesalahannyaterbatasatas: 
a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 
Tahun Pajak  2014 dansebelumnya dan/atau SPT Masa 
untukMasaPajakDesember2014dansebelumnya; 
b. Keterlambatan pembayaranatau penyetoran atas kekurangan pembayaran  







sebelumnyadan/atauSPT MasauntukMasaPajak Desember 2014 dan 





BerdasarkanUndang-UndangNomor28 Tahun2007Pasal1 disebutkan  
bahwa  ”Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan, meliputi  pembayar  




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1Ayat 1  
disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negarayangterutangolehorang pribadiataubadanyangbersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidakmendapatkan 
imbalansecaralangsungdan digunakanuntukkeperluannegarabagi sebesar-
besarnyakemakmuranrakyat”.Sesungguhnya pajak 
adalahkontribusirakyatkepadanegara. Dalam hal untuk menarik konribusi 
tersebut negara dalampemungutannya dapatbersifatmemaksadan 
digunakanuntukkeperluannegara. Namun  Atas dasar adanya kontribusi 
tersebut negara akan memberikan fasilitas pelayanan pada masyarakat. 
Fungsi pajak ada 2,yaitufungsibudgetairdanfungsi regulerend(Rahayu, 
2010:26). Fungsi pajak  sebagai fungsi budgetair,pajaksebagaisalahsatu 
sumberutamapenerimaannegara yang digunakan untuk membiayai keperluan 
negara. Sedangkan, fungsipajaksebagaifungsiregulerend,pajak digunakanuntuk 
mengontrol perekonomian suatu  negara. 







Menurut Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2007 Perubahan Ketiga  atas  
Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum danTata 
Cara  Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalahsuratyangoleh 
WajibPajakdigunakanuntukmelaporkan perhitungan ataupembayaran pajak, 
objekpajak ataubukan objek pajak,harta, dan 
kewajibansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan   perpajakan. 
Surat Pemberitahuan, khususnya Surat  Pemberitahuan Tahunan, tidakhanya 
berfungsi melaporkan perhitungan dan  pembayaran Wajib Pajak, tetapi Surat 
Pemberitahuan Tahunan juga  berfungsi untuk melaporkan 
perhitunganhartabukanWajibPajak.Jadi,datayang terdapatdalam Surat 
Pemberitahuan  bisa dijadikan  parameterkepatuhan Wajib Pajak. 
6. TahunPembinaanWajib Pajak 
Tahun Pembinaan Wajib Pajak  adalah program yang 
dicanangkanDirektorat  Jenderal  Pajak  yang  bertujuan  untuk membina  
Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhikewajibanperpajakannya.Programini 
memberikesempatankepadamasyarakat 
untukmemulaikewajibanperpajakannyadenganbenar melalui pembetulan SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan dan  Surat PemberitahuanSPT 
Masa.PenghapusanSanksiAdministrasi merupakanbagiandari 
programpengampunanpajakyangditerapkan dalam  perpajakan Indonesia. 




SuratPemberitahuandanKeterlambatan Pembayaran atauPenyetoranPajak. 
7. Tax Compliance (KepatuhanWajib Pajak) 
BerdasarkanPeraturan MenteriKeuanganNomor192/PMK.03/2007Pasal 
1tentangTataCaraPenetapanWajibPajak dengan  Kriteria Tertentu, 
WajibPajakdimasukkan dalam  kategori 
WajibPajakpatuhapabilamemenuhikriteriasebagaiberikut: 
a. TepatwaktudalammenyampaikanSuratPemberitahuan; 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 
mengangsurataumenundapembayaranpajak; 
c. LaporanKeuangandiauditolehAkuntanPublikatau lembaga pengawasan  
keuangan pemerintah  dengan  pendapatWajar 
TanpaPengecualianselama3(tiga)tahunberturut-turut;dan 
d. Tidak pernah dipidanakarena melakukan tindak pidana di 
bidangperpajakan. 
DalamKeputusanMenteriKeuanganNomor 544/KMK.04/2000 
menyatakanbahwa kepatuhanperpajakanmerupakantindakanyang dilakukan 
Wajib Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan   telah  sesuai  
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangandan 
peraturanpelaksanaanperpajakanyang berlakudalam suatunegara. 
Dengan diberlakukannya sistempemungutanpajakdi Indonesiayaitu self 
assessmentsystem, dimanasegalapemenuhankewajibanperpajakan 
dilakukansepenuhnyaoleh WajibPajak, fiskushanyamelakukan 
pengawasanmelalui prosedurpemeriksaan.Kondisiperpajakan ini 
menuntutkeikutsertaanaktifWajibPajak 
dalammenyelenggarakanperpajakannyayang membutuhkan   kepatuhan Wajib 
Pajak yang tinggi.  
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 
secarasukarelaatauvoluntaryof compliancemerupakantulangpunggungself 
assessment system. Dalam hal ini Wajib  Pajakbertanggung jawab menetapkan  




















































Terlambat menyampaikan SPT tahunan 
PPh  Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya 
dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak 
Desember 2014 dan sebelumnya. 
Terlambat membayar atau menyetor 
kekurangan pembayaran pajak terutang 
berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 
pajak 2014 dan sebelumnya. 
Terlambat membayar atau menyetor 
pajak terutang untuk suatu masa pajak 
sebagaimana tercantum dalam SPT masa 
pajak untuk masa pajak Desember dan 
sebelumnya. 
Pembetulan oleh WP atas kemauan 
sendiri atas SPT tahunan PPh untuk tahun 
pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT 
masa untuk masa pajak Desember 2014 
dan sebelumnya yang mengakibatkan 
utang pajak lebih besar. 

















III.  METODE PENELITIAN 
1. DesainPenelitian 
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
penelitiandeskriptif kualitatif. Penelitian  deskriptifk u a l i t a t i f tersebut 
digunakanuntukmenggambarkan dan menjelaskan 
bagaimanakepatuhanWajibPajakBadantahun2014 sebelum diterapkannya 
reinventing policydan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2015 
setelah diterapkannya reinventingpolicydiKantorPelayananPajakPratama 
Padang. 
Subjek dalam penelitian  ini adalah Wajib Pajak Badan.  Variabel  yang 
diteliti adalah Tax Compliance (Kepatuhan)WajibPajak dan Implementasi 
Reinventing Policy.  
2.   VariabeldanPengukuran 
Variabelyang digunakandalampenelitianini dibagimenjadidua, 
variabelkepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di  Kantor PelayananPajakPratama 
Padang dan  variabel implementasireinventing  policydi  
KantorPelayananPajakPratamaPadang. 
 
3 Populasi,Sampel, danSampling 
Dalam penelitian ini  digunakan metode sampling jenuh, artinya seluruh  




keseluruhananggotapopulasitersebut.Populasidalam penelitian  ini adalah 
Wajib Pajak Badan   yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 




adalah, dengan mendatangi KPP Pratama dalam jam kerja (pukul 10-12.30) 
setiap hari kerja selama 1 bulan. Dan meminta responden mengisi kuesioner 
yang sudah disiapkan. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan.Penyajian data diarahkan agar data hasil pengumpulan kuesioner  
terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, 
bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data dalam bentuk tersebut 
mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, 
peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 
didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah 
penelitian. 
6. Metode Analisis 
 Pertama, statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat capaian jawaban 
responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan 
implementasi Reinventing Policy. Kedua, analisis regresi linear untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap 
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. 
 
  
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Hasil Penelitian Statistik Deskriptif 
 
Tabel 4.1 
Implementasi Reinventing Policy 
 




1. Saya mengetahui bahwa 
Reinventing Policy 



































3. Saya merasakan dampak  


















4. Saya merasakan dampak 
pengampunan sanksi 















5. Saya merasakan dampak  


















atau pembayaran pajak 
terutang 
6. Saya merasakan dampak 
Reinventing Policyatas 
keterlambatan penyetoran 
atau pembayaran kekurangan 














7. Menurut saya Reinventing 
Policy dapat meningkatkan 




















Rata-Rata TCR 3,78 
76% 
 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil penelitian deskriptif mengenai 
implementasi Reinventing Policy diperoleh skor rata-rata TCR 76%. Artinya tingkat 
pengetahuan responden mengenai implementasi Reinventing Policy tinggi dimana 
skor tertinggi 5. Sebagian besar responden memberikan pendapat bahwa Reinventing 
Policydapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlihat dengan skor TCR 80%.  
Tabel 4.2 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
 
 



















2. Saya tidak pernah mendapat 
sanksi atau denda pajak 















3. Saya menghitung dengan 
benar dalam mengisi SSP dan 
























































6. Saya bersedia memenuhi 
kewajiban atas tunggakan 















7. Saya akan membantu 
kelancaran proses 
pemeriksaan pajak bila 

















8. Saya tidak pernah dipidana 
karena melakukan tindak 












Rata-Rata TCR 3,94 
79% 
 
Berdasarkan tabel 4.2terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi 
dengan rata-rata TCR 79%. Hasil penelitian deskriptif ini juga menjelaskan mengenai 
tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan 92% respoden 
menjawab bahwa mereka tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan. .  
 
 
a. Hasil Analisis Regresi Linear 
1. Koefisien Determinasi R Square 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .323a .104 .086 3.06189 
a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy 
b.  
 Hasil perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan sejauh mana 
keseluruhan variabel independen, yaitu Reinventing Policy dalam menjelaskan 
variabel dependen, yaitu Kepatuhan WP Badan.  Nilai koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0.104/ 10,4% yang masih jauh dari 1 menunjukkan bahwa 
kemampuan Reinventing Policy dalam menjelaskan kepatuhan WP Badan adalah 
terbatas. Sementara sisanya sebesar 0,896/ 89,6% diterangkan oleh faktor-faktor lain 
di luar model regresi yang dianalisis. 
 
2. Uji  F Simultan 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 52.472 1 52.472 5.597 .022a 
Residual 450.008 48 9.375   
Total 502.480 49    
a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy    
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan 
 
  
Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.  Tabel 4.23 di 
atas menunjukkan hasil uji F antara  variabel independen dengan variabel 
dependen, yaitu memperlihatkan nilai Sig. sebesar 0,022. Artinya nilai 
signifikansinya lebih kecil dari alpha 0,05 (0,022< 0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Reinventing Policy berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap Kepatuhan WP Badan pada KPP Pratama Kota Padang. 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.992 4.454  4.713 .000 
Reinventing Policy .396 .167 .323 2.366 .022 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan 
 
   
Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel 
lain dianggap konstan.Hasil uji parsial (t) variabel Reinventing Policy memiliki nilai 
signifikansi 0,022 <0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Reinventing Policy 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Badan. 
 
1. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan  
 
Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel Reinventing Policy 
memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya 
implementasi Reinventing Policy sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat 
capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear menunjukkan 
Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
dengan signifikansi 0,022<0,05. 
b. Saran 
Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian diluar penelitian 
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4. Koefisien Determinasi R Square 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .104 .086 3.06189 
c. Predictors: (Constant), Reinventing Policy 
d.  
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 52.472 1 52.472 5.597 .022
a
 
Residual 450.008 48 9.375   
Total 502.480 49    
a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy    












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.992 4.454  4.713 .000 
Reinventing Policy .396 .167 .323 2.366 .022 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan    
 
  
